BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar
(pertukaran). Dan kata al-ba’ (jual) dan al-shira (beli) dipergunakan
biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing
mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”.
Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya
bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan
menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan
demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu
peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal
ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.> Adapun dalil Al-Qur’an yang

menerangkan perdagangan atau jual beli terdapat surat A/-Fathrayat 29:3
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“Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi’.

' Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: Alma’arif,1988), 47
2 Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Figh Muamalah) (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,

2012), 4

3 Departemen Agama RI, A/-Quran dan Tejemah (Surabaya: CV.Sahabat [lmu) 2012, 438.
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Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah
sebagai suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai
nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-
benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan

yang telah dibenarkan shari’ah dan disepakati.

Di era globalisasi sangat diperlukan kesiapan dunia usaha untuk
menghadapi perubahan yang sangat cepat dibidang ekonomi khususnya
perdagangan. Salah satu upaya menghadapi persaingan global adalah dengan
menerbitkan instrumen baru dalam bidang pembiayaan perdagangan dan
pengelolaan stok nasional, sehingga harga barang yang ditawarkan dapat
bersaing di pasar global. Sistem pembiayaan perdagangan tersebut harus
dapat diakses setiap waktu oleh setiap pelaku usaha terutama pengusaha
kecil.

Menurut Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 (3), pelaku
usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Keinginan pelaku usaha mendapatkan laba dalam jumlah yang lebih

ini menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut Undang—

4 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 67



Undang Nomor 5 tahun 1999 pasal 1 (6), Persaingan usaha tidak sehat
adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi
dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak
jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.Dengan
berbagai cara pelaku usaha memodifikasi cara penjualan, barang (tabung gas)
bahkan isi tabung gas itu sendiri. Semua itu di lakukan guna pencapaian satu
tujuan. Oleh karena keinginan pelaku usaha diatas maka berdampak pada
pengguna tabung gas. Dalam hal ini pengguna ialah sebagai konsumen.
Menurut Undang — Undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 1 ayat 2, Konsumen
adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.hal ini menyebabkan
posisi konsumen lemah. Ini sudah dapat diterka sejak lama,karena dalam
berbagai kasus yang melibatkan pelaku usaha dengan konsumen selalu posisi
konsumen lah yang menjadi lemah.Dalam artian selalu mengalami kerugian
tanpa adanya tindakan antisipasi atau pencegahan yang dapat memberikan
perlindungan terlebih dahulu. Semua yang dilakukan pelaku usaha dalam
iklim persaingan usaha guna mendapatkan laba yang lebih banyak sulit
diterka sebelum memberikan dampak bagi konsumen. Di Indonesia lemahnya
posisi konsumen tidak terlepas dari sejarah tentang perlindungan konsumen.
Gas elpiji 3 kg merupakan komoditi kebutuhan pokok masyarakat

sehari-hari, baik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha



industri rumah yang menjadi kebutuhan paling besar masyarakat Kabupaten
Blitar yang sebagian berprofesi usaha kecil menengah.

HET adalah Penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi
harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan
harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen
dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang
dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat,
maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut
Harga Eceran Tertinggi ( HET ) atau ceiling price.

Mekanisme penjualan gas elpiji 3 kg dengan HET ini dimulai dari
SPBE/ Pertamina dikirim pada Pangkalan CV. Atau PT. Dengan penetapan
harga sebesar 13.000 sampai 14.500 rupiah, lalu didistribusikan kepada
Agen/ Pengecer dengan penetapan harga eceran tertinggi sebesar 18.000
rupiah. Hal ini sesuai dengan Pergub Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015
tentang HET LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur, penetapan berlaku
dalam radius 60 km dari SPBE/ Pertamina.

Beberapa agen/ pengecer gas elpiji 3 kg di toko dan kios di Kec.
Talun Kab. Blitar memberikan harga diatas HET yaitu sebesar Rp. 21.000-
23.000 rupiah. Sementara penetapan dan himbauan dari Pertamina/ SPBE
hanya sebesar Rp.18.000. Banyak masyarakat keberatan dengan hal ini,
karena sebagian masyarakat adalah Pedagang UKM. Banyak masyarakat
yang sudah mengadu pada Pertamina/ SPBE terdekat. Permasalahannya

Agen atau Pengecer beralasan tingginya harga disebabkan distribusi



angkutan, pasokan yang terlambat, dan ingin mendapat keuntungan yang
tinggi.

Keadaan pasar itu tidak normal misalnya, ada penimbunan oleh
sementara pedagang,dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka
waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan
perorangan. Dalam situasi demikian, kita dibolehkan menetapkan harga demi
memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan
kesewenang-wermngan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu.
Begitulah menurut ketetapan prinsip hukum. Dengan demikian, apa yang
dimaksud di atas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga sekalipun
dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap
perbuatan zalim. Bahkan, menurut pendapat para ahli, menetapkan harga itu
ada yang bersifat zalim dan terlarang, dan ada pula yang bijaksana dan halal.
Oleh karena itu, jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur
kezaliman dan pemaksaan yang tidak betul ialah dengan menetapkan suatu
harga yang tidak dapat diterima atau melarang suatu yang tidak dapat
diterima atau melarang yang oleh Allah dibenarkan, maka jelaslah penetapan
harga semacam itu hukumnya haram. Jika penetapan harga itu penuh dengan
keadilan, misalnya, dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban
membayar harga mits/i dan melarang mereka menambah dari harga mitsii,
harga ini dipandang halal, bahkan hukumnya wajib.

Orang menjual barang dagangannya menurut cara yang lazim tanpa

ada sikap-sikap zalim mereka, kemudian harga naik, mungkin karena



sedikitnya barang atau karena banyaknya orang yang membutuhkan sesuai
dengan hukum penawaran dan permintaan maka naiknya harga semacam itu
kita serahkan kepada Allah. Tetapi, kalau orang-orang dipaksa menjual
barangnya dengan harga tertentu, ini namanya suatu pemaksaan yang tidak
dapat dibenarkan.

Adapun dalam bagian kedua telah dijelaskan bahwa jika ada penjual
yang tidak mau menjual barangnya padahal barang tersebut sangat
dibutuhkan orang banyak, melainkan dengan tambahan harga yang
ditentukan maka di sinilah timbulnya suatu keharusan memaksa mereka
untuk menjual barangn yaitu dengan harga mits/i.

Pengertian menetapkan harga dalam hal ini hanyalah suatu
pemaksaan untuk menjualnya dengan harga mits/i (Harga yang normal
berlaku pada waktu itu) dan suatu penetapan dengan cara yang adil untuk
memenuhi perintah Allah.’

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu
yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia
dalam rangka mencapai tujuan shara’, yaitu memelihara agama, jiwa, akal,
harta benda, dan keturunan.

Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan
maslahah kepada masyarakat harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan

kehendak syariat Islam. Selain dari itu, menahan harta hasil investasi seperti

5> Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam(Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003), 355



menimbun, menyimpannya sehingga harta itu tidak produktif merupakan
perbuatan yang sangat dilarang oleh syariat Islam, dan harus ditinggalkan.®
Masalah pemberian harga karena persaingan tidak sempurna dapat
dipelajari dengan pertolongan analisis monopoli. Meskipun ada kompetisi
potensial, kemungkinan konsumsi dari barang pengganti dan resiko dari
campur tangan negara, namun menurut pendapat umum harga monopoli

lebih tinggi daripada harga kompetisi.’

Berkaitan dengan masalah yang pertama, di antara fukaha’ ada yang
membatasi pengharaman monopoli pada bahan makanan pokok saja yang
biasa dikonsumsi oleh masyarakat.

Dalam hal ini al-Ghazali menyatakan :

“Adapun yang selain bahan makanan pokok dan yang tidak termasuk
penopang bahan makanan pokok seperti obat-obatan, jamu-jamuan,
wewangian (kosmetik-pen), dan lain sebagainya tidak terkena larangan
sekalipun termasuk barang yang dimakan. Sedangkan yang menopang bahan
makanan pokok seperti daging, buah-buahan dan apa saja yang dapat
menggantikan fungsi bahan makanan pokok kendati tidak dapat disejajarkan
dengan itu, maka hal ini perlu dipertimbangkan. Bahkan di antara ulama ada
yang menolak pengharaman monopoli pada mentega, madu, keju, minyak,
biji-bijian, dan lain sebagainya yang dianggap di luar lingkup bahan makanan
pokok®.

Dalam Islam, keadilan distribusi tentu sudah ada aturan baik secara
normative maupun positif Al-Qur’an dan Al- Hadits mengatur semua itu

demi kepentingan dan kemaslahatan umat. Bagi negara dalam Islam,

6 Ibid.,10.

7 Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT Verisia Yogya
Grafika, 1995), 153

8 Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009), 340



dituntut untuk menjaga hak dan martabat semua pihak sebagaimana dalam
tujuan magqasid al-shari’ah. Bahkan Al-Quran menjustifikasi bahwa

perbuatan adil dan keadilan adalah perbuatan yang sangat mendekati taqwa.’

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah
Dari Latar Belakang yang ada di atas maka dapat diangkat beberapa
masalah dalam penelitian ini, antara lain:
1. Semua warga negara berhak mendapatkan gas elpiji 3 kg dengan harga
yang terjangkau sesuai dengan HET khususnya masyarakat miskin.
2. Pentingnya gas elpiji 3kg.
3. Faktor yang melatar belakangi jual beli gas elpiji 3 kg melebihi HET.
4. Ketentuan adanya penetapan harga eceran tertinggi terhadap penjualan
gas elpiji 3 kg.
5. Kerugian yang diperoleh dari praktik jual beli gas elpiji 3 kg melebihi
HET yang ada di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
6. Tinjauan hukum Islam terhadap penjualan gas elpiji 3 kg melebihi HET.
Agar permasalahan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan,
maka masalah penelitian dibatasi masalah berikut:
1. Praktek jual beli gas elpiji 3 kg melebihi HET yang ada di Kec. Talun
Kabupaten Blitar.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap penjualan gas elpiji 3 kg melebihi HET.

9 1smail Nawawi Uha, Bisnis Syariah, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 571



C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana praktek jual beli gas elpiji 3 kg melebihi HET di Kecamatan
Talun Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penjualan gas elpiji 3 kg
melebihi harga eceran tertinggi (HET) di Kecamatan Talun Kabupaten

Blitar?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka study ini bertujuan untuk :
1. Untuk menjelaskan mekanisme praktek jual beli gas elpiji 3 kg melebihi
HET di Kec. Gandusari Kabupaten Blitar
2. Untuk menjelaskan konsep dalam Hukum Islam terhadap penjualan gas

elpiji 3 kg melebihi harga eceran tertinggi (HET)

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan
berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi peneliti maupun
pembaca lain diantaranya:
Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya
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ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) tentang aspek hukum transaksi
jual beli gas elpiji 3 kg melebihi HET.
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan
manfaat bagi:
1. Peneliti
Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir untuk
mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan
keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
2. Akademisi
Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat
berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di
bidang Hukum Ekonomi Syariah.
3. Masyarakat
Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi pelaku usaha agar
dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam aktifitas jual beli,

agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran
yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dengan peneliti yang
sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada

pengulangan kembali.
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Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan
penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang tinjauan hukum
Islam terhadap jual beli gas elpiji 3 kg melebihi harga eceran tertinggi (HET)

Pertama skripsi Adiztya Wibisaputra yang berjudul “Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Ulang Gas Elpiji 3 Kg” skripsi ini
membahas tentang Minat beli ulang yang tinggi mencerminkan tingkat
kepuasan konsumen ketika memutuskan untuk mengadopsi suatu produk.
Keputusan untuk mengadopsi produk timbul setelah konsumen mencoba
produk tersebut dan kemudian timbul rasa suka atau tidak suka terhadap
produk. Rasa suka terhadap produk dapat diambil bila konsumen mempunyai
persepsi bahwa produk yang mereka pilih berkualitas baik dan dapat
memenuhi atau bahkan melebihi keinginan dan harapan konsumen. Dengan
kata lain produk tersebut mempunyai nilai yang tinggi di mata konsumen.
Tingginya minat membeli ini akan membawa dampak yang positif terhadap
keberhasilan produk di pasar.'®

Kedua skripsi Aditya Restu Prabowo yang berjudul “Pelaksanaan

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Gas Elpiji 3 Kg di Kota Semarang
(Studi Kesadaran Hukum pada Konsumen akan Hak-Haknya)” skripsi ini
membahas Berawal dari kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji dari
pemerintah, konsumen mulai menunjukkan kepasifannya terhadap hak-

haknya. Terbukti dengan tidak adanya aduan yang masuk ke LP2K Semarang

19 Adiztya Wibisaputra, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Ulang Gas
Elpiji 3 Kg ", (Skripsi--Universitas Diponegoro, Semarang, 2011).
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sejak pertengahan 2008. Konsumen gas elpiji 3 kg di Kota Semarang sering
acuh tak acuh terhadap permasalahan yang dialaminya saat menggunakan
tabung gas elpiji 3 kg.

Program konversi minyak tanah ke gas bukan tanpa kontroversi. Pro
dan kontra mengiringi kebijakan pemerintah ini. Sebenarnya pemerintah tidak
hentihentinya memberikan pengertian dan sosialisasi terhadap masyarakat
tetapi masih saja ada yang menentang kebijakan ini. Pada awal pelaksanaan
kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang diwujudkan pemerintah dalam
bentuk yang ekonomis yaitu gas elpiji 3 kg. Program ini berupa pembagian
paket bantuan dari pemerintah yaitu 1 paket kompor gas beserta peralatannya
serta tabung gas elpiji ukuran 3 kg. Masyarakat yang berhak menerima
bantuan ini ialah masyarakat yang sudah memenuhi syarat yang ditetapkan
oleh pemerintah yaitu masyarakat dengan penghasilan sampai dengan Rp
1.500.000,-/bulan, belum menggunakan/ mempunyai kompor dan gas elpiji,
penduduk setempat dan UKM yang menggunakan minyak tanah sebagai
bahan bakar.!

Ketiga skripsi Achmad Fauzan Guntur yang berjudul “Strategi
Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Gas Elpiji 3 Kg pada PT.
Putra Sinbar Gas di Kabupaten Sinjai”, skripsi ini membahas tentang
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemasaran berupa

produk, harga, promosi dan distribusi untuk meningkatkan volume penjualan

' Aditya Restu Prabowo, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Konsumen Gas Elpiji 3 Kg di
Kota Semarang (Studi Kesadaran Hukum pada Konsumen akan Hak-Haknya)” (Skripsi--UNNES,
2013)
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gas elpiji 3 kg, serta untuk mengetahui dan menganalisis manakah yang
dominan dari strategi pemasaran yang meningkatkan volume penjualan gas
elpiji 3 kg pada PT. Putra Sinbar Gas di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini
bersifat survey dengan penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian
data kegiatan pemasaran dalam kurun waktu enam tahun (2009-2014). Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan telaah dokumen.
Analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang terdiri dari produk, harga,
promosi dan distribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
peningkatan penjualan gas elpiji 3 kg pada PT. Putra Sinbar Gas Kabupaten
Sinjai. Diantara strategi pemasaran tersebut, distribusi yang dominan
berpengaruh terhadap penjualan gas elpiji 3 kg pada PT. Putra Sinbar Gas
Kabupaten Sinjai berdasarkan hasil analisis statistik nilai koefisien regresi (B)
yang menunjukkan nilai tertinggi diantara variabel bebas lainnya.'?

Dari skripsi yang sudah dipaparkan di atas sangatlah jelas bahwa
dalam penelitian ini pembahasannya berbeda dengan skripsi sebelumnya.
Selain karena perbedaan pada objeknya, penelitian ini juga titik
penekanannya terletak pada Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli gas

elpiji 3 kg melebihi HET di Desa Gandusari Kabupaten Blitar.

12 Achmad Fauzan Guntur, “Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Gas
Elpiji 3 Kg pada PT. Putra Sinbar Gas di Kabupaten Sinjai”, (Skripsi—UNHAS, Makassar, 2014)
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G. Definisi Operasional

Hukum Islam adalah hukum atau ketentuan-ketentuan yang
dihasilkan dari ijtihad para Imam madzhab atau ahli fiqih yang bersumber dari
al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqih.

Jual beli adalah (al-ba’i) yang berarti menjual, mengganti, dan
menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal (a/-ba’i) dalam terminologi
figh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal (a/-shira) yang
berarti membeli.

Beberapa agen/ pengecer gas elpiji 3 kg di toko dan kios di Kec.
Talun Kab. Blitar memberikan harga diatas HET yaitu sebesar Rp. 21.000-
23.000 rupiah. Sementara penetapan dan himbauan dari Pertamina/ SPBE
hanya sebesar Rp.18.000. Banyak masyarakat keberatan dengan hal ini,
karena sebagian masyarakat adalah Pedagang UKM. Banyak masyarakat
yang sudah mengadu pada Pertamina/ SPBE terdekat. Permasalahannya
Agen atau Pengecer beralasan tingginya harga disebabkan distribusi
angkutan, pasokan yang terlambat, dan ingin mendapat keuntungan yang
tinggi.

Gas elpiji 3 kg merupakan komoditi kebutuhan pokok masyarakat
sehari-hari, baik digunakan untuk kebutuhan rumah tangga (bahan bakar
untuk memasak) maupun usaha industri rumah yang menjadi kebutuhan
paling besar masyarakat Kabupaten Blitar yang sebagian berprofesi usaha

kecil menengah.
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HET adalah Penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi
harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan
harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen
dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Jika harga suatu barang
dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat,
maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut

Harga Eceran Tertinggi ( HET ) atau ceiling price.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-
metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu
pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis,
berencana, dan mengikuti konsep ilmiah.!?
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam menjawab permasalahan dalam
penelitian ini adalah:
a. Praktek penjualan gas elpiji 3 kg dengan HET.
b. Ketentuan tentang gas elpiji 3 kg dengan HET.
c. Konsep dalam hukum Islam tentang penentuan harga.

2. Sumber Data

13 Abdullah Kelib, Metodologi Penelitian Figih dan Hukum Sekuder, Masalah-masalah Hukum,
(Jogjakarta: Majalah FH Undip), 3
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Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari

sumber primer dan sumber sekunder.'*

a. Sumber Primer

1) Pemilik Pangkalan/ Sub Peyalur sebagai distributor penjual gas elpiji
3 kg

2) Masyarakat pengguna gas elpiji 3 kg

b. Sumber Sekunder
Data pendukung data primer berupa Buku-buku literature yang ada

kaitannya dengan masalah jual beli antara lain:

1) Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Figh Muamalah), Jakarta, Kencana
Prenadamedia Group, 2012

2) Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam,
Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf, 1995

3) Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, Yogyakarta, PT Lkis Printing
Cemerlang, 2009

4) Ismail Nawawi Uha, Bisnis Syariah, Jakarta, CV Dwiputra Pustaka
Jaya, 2012

5) Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011)

3. Tekhnik pengumpulan data

14 Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya:
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2016), 8
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Untuk memperoleh data yang kongkrit, peneliti menggunakan tiga
teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Observasi

Teknik  pengamatan dengan cara mengamati  (melihat,
memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat secara sistematis objek
yang diteliti)!® yang digunakan untuk pengumpulan data tentang:

(1) Akad yang dilakukan dalam transaksi

(2) Praktik jual beli gas elpiji 3 kg melebihi HET
b. Wawancara/ Interview

Yaitu mengadakan wawancara dengan pembeli dan penjual gas elpiji
3 kg dengan HET untuk mendalami mekanisme penjualan gas elpiji 3 kg.

4. Tekhnik Pengolahan Data

Setelah data-data dikumpulkan, dilakukan pengolahan data dengan
tahap-tahap sebagai berikut:
a. Organizing
Mengorganisir dan menyusun data agar mendapatkan bahan-bahan yang
jelas dan terorganisir dengan baik, sehingga diadakan analisa yang lebih
lanjut guna menyusun data dan mensistematiskan data yang telah
diperoleh tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli gas elpiji 3 kg
melebihi harga eceran tertinggi (HET).

b. Editing

15 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009),
174-175
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Memeriksa kembali data yang diperoleh dari transaksi jual beli gas elpiji
3 kg melebihi HET di Desa Gandusari Kabupaten Blitar.

c. Analizing

Suatu proses pengelompokan dan mengkategorikan data yang
dikumpulkan secara sistematis.'® Teknik ini digunakan untuk memberikan
analisa dari data yang telah dideskripsikan dan menarik kesimpulan
tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli gas elpiji 3 kg melebihi
HET.

5. Tekhnik Analisis Data

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Deskriptif Analisis: yaitu dengan menggambarkan karakteristik suatu
obyek, disini obyek yang dimaksud adalah praktek jual beli gas elpiji 3 kg
melebihi HET di Desa Gandusari Kabupaten Blitar, bagaimana alasan
penjualan melebihi HET, dan bagaimana pendapat konsumen mengenai
hal tersebut yang kemudian dianalisa untuk mengetahui perspektif hukum
Islam mengenai penjualan gas elpiji 3 kg melebihi HET. Beberapa agen/
pengecer gas elpiji 3 kg di toko dan kios di Desa Gandusari Kab. Blitar
memberikan harga diatas HET yaitu sebesar Rp. 21.000-23.000 rupiah.
Sementara penetapan dan himbauan dari Pertamina/ SPBE hanya sebesar
Rp.18.000. Banyak masyarakat keberatan dengan hal ini, karena sebagian
masyarakat adalah Pedagang UKM. Banyak masyarakat yang sudah

mengadu pada Pertamina/ SPBE terdekat. Permasalahannya Agen atau

16 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 105



L

19

Pengecer beralasan tingginya harga disebabkan distribusi angkutan,
pasokan yang terlambat, dan ingin mendapat keuntungan yang tinggi.

b. Deduktif, Metode pembahasan deskriptif dengan pola deduktif.
Deduktif dalam penelitian ini merupakan pola pikir yang berpijak pada
teori hukum Islam yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dalam
praktik jual beli gas elpiji 3 kg melebihi HET di Desa Gandusari
Kabupaten Blitar.

Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah
pembahasan dalam penelitian ini, adapun sistematika pembahasannya sebagai
berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar
belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang mendasari penelitian.
Dalam hal ini mencakup 2 sub bab bahasan, sub bab yang pertama tentang
Hukum Islam meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan
rukun jual beli, bentuk-bentuk jual beli, prinsip-prinsip jual beli, dan sub bab
yang kedua tentang peraturan pemerintah tentang penentuan harga khususnya

penjualan gas elpiji 3 kg dengan HET.
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Bab ketiga merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Desa
Gandusari Kabupaten Blitar mengenai praktek penjualan gas elpiji 3 kg
melebihi HET.

Bab keempat menguraikan Tinjauan Hukum Islam terhadap penjualan
gas elpiji 3 kg melebihi harga eceran tertinggi (HET) di Desa Gandusari
Kabupaten Blitar dan peraturan pemerintah tentang penentuan harga
khususnya penjualan tabung gas elpiji 3 kg dengan HET.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat hasil akhir dari
penelitian yaitu berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta

memberikan saran.



